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Abstract 

Several factors contribute to issues in providing compensation for land acquisition, often resulting 

in lengthy and prolonged processes. In addition to compensation-related problems, land ownership 

disputes often arise during the acquisition process. This research addresses the mechanism for 

providing compensation for land acquisition in cases of ownership disputes, based on justice and 

legal certainty. It also examines the legal protection for landowners in cases of unlawful ownership 

claims related to land acquisition compensation and analyzes the judge's decision regarding 

Tangerang District Court Decision No. 577/Pdt.G/2020/PN.Tng in conjunction with Banten High 

Court Decision No. 241/PDT/2021/PT.BTN. This study employs a normative juridical method, 

referring to legal norms through literature review to obtain secondary data. It is descriptive and 

analytical in nature, using qualitative analysis for data interpretation. The study found that 

compensation for land acquisition in cases of ownership disputes, such as in Case No. 

577/Pdt.G/2020/PN.Tng, is entrusted to the court. Preventive legal protection for landowners in the 

event of ownership claims is provided through ownership evidence. If this evidence is insufficient, 

the aggrieved party may file a lawsuit. The judge’s decision in this case was based on legal 

considerations and the evidence presented. The research recommends that parties harmed by 

unlawful land ownership claims in land acquisition cases seek legal recourse through the court. 
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Abstrak 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pemberian ganti kerugian pada 

pengadaan tanah, yang seringkali mengakibatkan proses yang panjang dan berlarut-larut. Selain 

masalah dalam pemberian ganti kerugian, sengketa klaim kepemilikan tanah sering muncul selama 

proses pengadaan. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberian uang ganti rugi pada pengadaan 

tanah yang terkait sengketa kepemilikan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. 

Penelitian ini juga menelaah perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam kasus klaim kepemilikan 

yang melawan hukum terkait dengan ganti rugi pengadaan tanah dan menganalisis putusan hakim 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Tng Jo Putusan 

Pengadilan Tinggi Banten Nomor 241/PDT/2021/PT.BTN. Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh 

data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan analisis kualitatif 

untuk interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi pada pengadaan 

tanah terkait sengketa kepemilikan, seperti pada perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Tng, dilakukan 

dengan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan. Perlindungan hukum preventif diberikan 

melalui bukti kepemilikan tanah. Jika bukti ini tidak cukup, pihak yang dirugikan dapat mengajukan 

gugatan. Keputusan hakim dalam kasus ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukti yang 

diajukan. Penelitian ini menyarankan agar pihak yang dirugikan oleh klaim kepemilikan tanah yang 

melawan hukum dalam pengadaan tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

 

https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK


KLAIM TANAH MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN 

TANAH PERLUASAN BANDARA SOEKARNO-HATTA: STUDI 

KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG … 

Abdill Hannandi et al 

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i8.3281                                  

  

 

 

2408 
SIBATIK JOURNAL | VOLUME 4 NO.8 (2025)      

https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK 
 

Kata kunci: Klaim Kepemilikan, Pengadaan Tanah, Perlindungan Hukum. 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria 

(selanjutnya disebut UUPA) merupakan acuan sistem hukum pertanahan yang menjadi dasar 

peraturan pertanahan di Indonesia. UUPA dalam tataran asas-asas hukum harus 

dikembangkan sehingga dalam pelaksanaannya dapat meningatkan kemakmuran seluruh 

rakyat Indonesia. Seperti amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 33 ayat (3) menyatakan 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia.” 

Dengan wewenang tersebut diatas, diharapkan penguasaan terhadap bumi, air dan 

ruang angkasa dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia. Melalui 

pembangunan yang dilaksanakan oleh negara yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah, 

diharapkan dapat lebih memberikan manfaat untuk peningkatan pertumbuhan dan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada saat 

ini adalah pembangunan untuk kepentingan umum. 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang sangat kompleks 

dan menentukan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Proses ini 

tidak hanya melibatkan aspek hukum dan perundangan, tetapi juga berdampak langsung 

pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Sehubungan dengan terus meningkatnya jumlah kegiatan penumpang angkutan udara 

tersebut dan mengatasi over capacity dilakukan pengembangan Bandar Udara Internasional 

Soekarno-Hatta dengan pembangunan runway ke-3 (runway 3). Pembangunan runway 3 

dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara melalui kegiatan 

pengadaan tanah.19 

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan runway 3 Bandar Udara Soekarno-

Hatta dimulai pada tahun 2016. Pengadaan lahan untuk pembangunan landasan pacu 

(runway) 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta berjalan panjang dan alot. Pemberian ganti 

kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Banyak 

faktor yang menyebabkan terjadi permasalahan dalam pemberian ganti kerugian sehingga 

seringkali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut. 20 Selain permasalahan 

dalam pemberian ganti kerugian, salah satu permasalahan juga terjadi dalam pembebasan 

lahan untuk pembangunan landasan pacu (runway) 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah 

adanya sengketa klaim kepemilikan tanah secara melawan hukum dalam proses pengadaan 

tanah tersebut. 

Putusan yang dibuat oleh majelis hakim pada peradilan tingkat pertama tersebut 

berdasarkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah 

sengketa, yaitu Penggugat dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik daripada objek 

sengketa sebagaimana bukti kepemilikan yang ditunjukkan di pengadilan yaitu Sertifikat 

Hak Milik Nomor : 00108/Rawa Rengas seluas 1.351 m2, terdaftar atas nama Penggugat, 
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sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik tanah 

sengketa yang telah ia klaim sebelumnya. Selain itu, perbuatan Tergugat I yang mengklaim 

dan memblokir sertipikat milik Penggugat adalah perbuatan yang menghalangi pemilik 

(Penggugat) untuk dapat menikmati hak miliknya, sehingga menimbulkan kerugian, 

sehingga majelis hakim menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Klaim kepemilikan hak atas tanah secara melawan hukum terjadi ketika dilakukan 

pengambilan dan penguasaan atas tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain, baik oleh 

individu maupun badan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan 

melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. 

Untuk itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena adanya sengketa 

klaim kepemilikan tanah oleh Tergugat I dalam pengadaan tanah pada perkara tersebut 

menjadi penghambat diserahkannya ganti kerugian kepada pihak yang berhak yaitu 

Penggugat. Untuk itu penelitian ini diberi judul “KLAIM KEPEMILIKAN TANAH 

SECARA MELAWAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH PERLUASAN 

BANDARA SOEKARNO HATTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

577/Pdt.G/2020/PN.Tng Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 

241/PDT/2021/PT.BTN)”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teori 

Suatu penelitian tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa 

dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Teori berfungsi untuk memperjelas masalah 

yang diteliti.23 Teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang 

telah diuji kebenarannya. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada ativitas 

penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu. 

 

Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak 

sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti 

bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma- norma objektif. Keadilan pada 

dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu 

belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu 

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala 

keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala 

didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum 

dari masyarakat tersebut. 

 

Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, 

bukan sosiologi.36 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Sedangkan norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “das sollen”, dengan 
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menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah 

produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik 

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 

tindakan terhadap individu. 

 

Teori Perlindungan Hukum 

Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, 

hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem 

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu 

hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut 

pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum 

tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti 

yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum, tetapi 

hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. 

 

Konsepsi 

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep 

yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat 

direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.49 

Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstaraksi dari 

gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan 

penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

METODE 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis.56 Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada 

hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, 

menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif. Sebagai suatu penelitian yuridis 

normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di 

dalam buku (law as it writen in the book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim 

melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) atau 

yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. 

Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta- fakta tentang objek 

penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek 

yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.61 Dengan 

penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau 
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peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam 

dengan mengujinya dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dan 

berbagai pendapat ahli hukum. 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, 

di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Johnny Ibrahim, 

beberapa pendekatan penelitian tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan (satute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis 

(historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). 

Sumber data dalam suatu penelitian ada yaitu, yaitu data primer dan data sekunder. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder adalah 

data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dokumen publikasi artinya data 

sudah dalam bentuk jadi. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti bisa menggunakan berbagai jenis teknik 

pengumpulan data, tergantung teknik mana yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga 

pencarian sumber datanya. Dalam memilih teknik pengumpulan data, tentu ada beberapa 

teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya hambatan, kesalahan, atau 

masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus 

tepat dan berlangsung secara sistematis. Teknik pengumpulan data diartikan sebagai teknik 

atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Dalam penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan kemudian dilakukan penganalisisan secara kualitatif. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam priode tertentu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mekanisme Pemberian Uang Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Terkait Adanya 

Sengketa Kepemilikan Atas Objek Pengadaan Tanah Berdasarkan Prinsip Keadilan 

Dan Kepastian Hukum 

1) Dasar Hukum Pengadaan Tanah 

Sejarah kepemilikan tanah di Indonesia berbeda dengan sejarah kepemilikan yang 

dikenal di negara-negara kerajaan seperti Inggris dan Malaysia. Sekalipun belakangan 

Belanda memperlakukan model kepemilikan tanah sama seperti di negaranya, itu hanya 

karena keinginan Belanda untuk memudahkannya menguasai tanah di negara ini. 

Sehubungan dengan misi dagangnya (leverentien dan contingenten). Belanda 

memperlakukan bahwa raja adalah pemilik tanah yang dikenal dengan teori “semua yang 

terdapat di kolong langit adalah kepunyaan raja”, sehingga ketika dia akan membutuhkan 

tanah di negara ini mereka hanya menghubungi raja atau minta izin kepada raja agar 
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mereka dapat menguasai tanah untuk kepentingan usahanya itu di menguasai tanah untuk 

kepentingan usahanya itu di negara ini. 

2) Definisi Kepentingan Umum 

Pembangunan pertanahan tidak lepas dari pemahaman tentang kepentingan umum. 

Pengaturan tentang kepentingan umum, tidak tercantum secara tegas di dalam UUPA. 

Dalam Pasal 18 UUPA dinyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk 

kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah 

dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur 

dengan undang-undang. 

Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasannya.91 Pada 

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa Kepentingan 

Umum adalah kepentingan adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyaraat yang harus 

diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oloan 

Sitorus dan Dayat Limbong menyatakan bahwa, ”didalam konsep kepentingan umum, 

harus memenuhi 3 (tiga) hal yaitu unsur peruntukan, unsur kemanfaatan, unsur siapakah 

yang dapat melaksanakan dan unsur sifat dari pembangunan untuk kepentingan umum 

tersebut”. 

3) Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Secara historis, sebelum berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, tentang 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka landasan yuridis yang digunakan dalam 

pengadaan tanah adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang ketentuan-

ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah 

menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 dalam pengadaan tanah dikenal istilah 

pembebasan tanah, yang berarti melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat 

diantara pemegang atau penguasa atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi. 

Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 2 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 menyatakan bahwa: 

“Pelepasan atau penyerahan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara 

pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti 

kerugian atas dasar musyawarah”. 

 

Konsep Hukum tentang Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum 

1) Ganti Rugi 

Ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses 

pengadaan tanah,104 sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak 

yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam proses Pengadaan Tanah. 

Namun demikian, maksud dari frasa “penggantian yang layak dan adil” tidak dijelaskan 

lebih lanjut. 
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2) Bentuk dan Penilaian Ganti Rugi 

Secara rasional seseorang akan melepaskan haknya jika kompensasi ganti kerugian 

yang diterima dianggap layak, tetapi sering kali dalam upaya pembebasan tanah 

masyarakat merasa tidak puas dengan ganti kerugian yang ditetapkan, bahkan istilah 

“ganti kerugian” dipersepsikan sudah pasti orang yang melepaskan hak atas tanahnya 

mengalami atau menderita kerugian. Walaupun tidak dapat dipungkiri adakalanya ganti 

kerugian atau kompensasi yang diminta masyarakat dianggap terlalu tinggi. 

Di lain pihak, pemerintah sering beralasan demi kepentingan umum dan 

keterbatasan anggaran, ganti kerugian yang ditetapkan benar-benar memberikan kerugian 

bagi masyarakat pemilik/pemegang Hak Atas Tanah. Sebenarnya, jangankan untuk 

kepentingan umum, sering kali dijumpai seseorang melepaskan sebagian tanahnya karena 

tetangga sebelahnya berniat memperluas rumahnya tentunya dengan harga jual layak 

yang disepakati bersama. Namun seringkali harga jual ini lebih tinggi dari nilai pasar, 

karena pembeli pun bersedia untuk membayar lebih tinggi mengingat dalam posisi butuh 

karena tidak ada pilihan lain. 

 

Sengketa Pertanahan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Pengadaan tanah sebagai sumber daya alam yang diperlukan bagi pembangunan oleh 

pemerintah maupun swasta membawa konsekuensi pengambilalihan hak atas tanah 

masyarakat. Atas adanya kebutuhan akan tanah dalam mewujudkan pembangunan 

infrastruktur, maka negara dapat mengambil alih hak tanah yang dimiliki masyarakat dengan 

dalih kepentingan umum sebab tanah memiliki fungsi sosial, di mana negara sebagai 

organisasi kekuasaan rakyat memiliki hak untuk mengatur penggunaan tanah.110 Dalam 

tataran implementasi, pelaksanaan pengambilalihan atau pencabutan hak atas tanah tersebut 

dapat berakibat sengketa pertanahan. 

Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu 

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan 

pendapat dan perkara di pengadilan.111 A. Mukti Arto memberikan pengertian sengketa, 

yaitu suatu sengketa itu timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan 

ada dua hal yang menimbulkan masalah yaitu adanya perbedaan antara das sollen dan das 

sein dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya 

merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut 

menimbulkan sengketa. Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka 

ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawa ke pengadilan 

dan ada yang tidak dibawa ke pengadilan. 

 

Dasar Pertimbangan dalam Menentukan Nilai Ganti Tanah di Indonesia 

Pengadaan tanah merupakan bagian penting dari suatu proses pembangunan untuk 

mewujudkan pemerataan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sehingga pengadaan tanah 

pada hakikatnya adalah untuk rakyat namun meskipun demikian pengambilan tanah rakyat 

tersebut tetap harus memperhatikan hak-hak rakyat dengan memberikan ganti rugi atas tanah 
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yang diambil untuk kepentingan umum tersebut. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2012 telah merumuskan ganti kerugian sebagai penggantian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Hal ini menunjukan bahwa 

pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan suatu bentuk penghargaan dan 

penghormatan terhadap hak-hak individu yang dikorbankan untuk kepentingan umum. 

 

Mekanisme Pemberian Uang Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Terkait Adanya 

Sengketa Kepemilikan Atas Objek Pengadaan Tanah Berdasarkan Prinsip Keadilan 

dan Kepastian Hukum 

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 12 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum yaitu: 

1. Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b 

sampai dengan huruf r wajib di selenggarakan oleh pemerintah dan dapat bekerja sama 

dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. 

2. Dalam hal pembangunan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dalam Pasal 

10 huruf a, pembangunan di selenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan 

tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Jasa penilai atau penilai 

publik diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. 

Pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan pengadaan penilai 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal pemilihan penilai ketua 

pelaksana pengadaan tanah menunjuk penilai publik. Tugas penilai adalah menilai besar 

ganti rugi untuk setiap bidang tanah, yang mencakup tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, 

bangunan, tanaman, objek yang terkait tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai. 

 

Akibat Hukum atas Terjadinya Klaim Kepemilikan Tanah Secara Melawan Hukum 

Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah 

1) Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Klaim Kepemilikan Tanah dalam 

Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah bisa dimaknai menjadi suatu aktivitas pembebasan hak milik atas 

tanah yang dilakukan oleh pemerintah (penguasa) bagi pembangunan dalam kepentingan 

umum menggunakan cara menyampaikan ganti kerugian yang adil dan semestinya pada 

pemegang hak. Tanah yang disediakan tersebut bisa dari tanah hak dilepaskan sang 

pemilik atau pemegang haknya menggunakan pemberian ganti kerugian yang layak dan 

adil atas dasar musyawarah. 

Perencanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh setiap Instansi yang memerlukan 

tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang didasarkan pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah serta mendahulukan atau memprioritaskan pembangunan yang terdapat 
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dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Instansi yang bersangkutan. 

2) Solusi yang Diberikan dalam Kaitannya dengan Klaim Kepemilikan Tanah dalam 

Pengadaan Tanah 

Sengketa terkait klaim kepemilikan terjadi ketika ada pengakuan satu atau dua 

pihak yang mengakui sebagai pemilik atas objek tanah yang sama pada pelaksanaan 

pengadaan tanah yang menjadi sengketa pertanahan dan masuk keranah pengadilan.179 

Para pihak yang bersengketa tersebut dapat berupa: antara perseorangan dengan 

perseorangan; antara perseorangan dengan sekelompok orang; antara perseorangan 

dengan perusahaan; antara sekelompok orang dengan perusahaan; antara perusahaan 

dengan perusahaan; antara perseorangan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

antara sekelompok orang dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah; antara Pemerintah 

dengan Pemerintah Daerah; antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah; antara 

perusahaan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah; antara masyarakat hukum adat 

dengan perusahaan; antara masyarakat hukum adat dengan Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

Adanya sengketa tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan tanah, 

sehingga memerlukan solusi yang dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan yang 

terjadi diantara para pihak dan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Solusi yang 

dapat diberikan dalam terjadinya sengketa klaim kepemilikan tersebut adalah melalui 

konsinyasi. 

Pengaturan mengenai lembaga konsinyasi yang ada di Perpres NomoR 65 Tahun 

2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 

mencantumkan beberapa bentuk pengaturan yang berbeda. Pengaturan yang berbeda itu 

terletak pada syarat-syarat yang diperlukan pada suatu lembaga penitipan atau konsinyasi 

objek yang belum dititipkan dilembaga konsinyasi tersebut serta syarat-syarat penerapan 

konsinyasi agar konsinyasi itu dapat dianggap sah dalam pengadilan tanah untuk 

kepentingan umum. 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Objek Pengadaan Tanah Dalam 

Hal Terjadinya Klaim Kepemilikan Tanah Secara Melawan Hukum Dalam Kaitannya 

Dengan Penerimaan Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah 

Kepemilikan terhadap tanah merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, 

hal tersebut tercermin dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD yang menyebutkan “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adli serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan didukung juga dengan kehadiran pemerintah 

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 yang menegaskan “bahwa bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat” yang teraplikasikan dalam UUPA, maupun peraturan lainnya sampai 

kepada Instansi yang bersangkutan seperti Badan Pertanahan Negara (BPN), dimana 

peraturan-peraturan tersebut secara garis beras untuk dapat menyelenggarakan memberikan 
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jaminan dan kepastian hukum terhadap penguasaan dan penggunaan tanah dengan cara yang 

tepat, sesuai tatanan hukum, tidak melanggar kepentingan umum bahkan mempunyai sosial 

hak atas tanah atau dikenal dengan istilah the social function of property. 

Pengaturan mengenai jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas 

tanah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1) Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang 

menyebutkan bahwa sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. 

2) Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, disebutkan bahwa: “Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para 

pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai 

bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian 

yang kuat oleh UUPA”. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan 

yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam setipikat harus 

diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam 

sengketa di pengadilan. 

3) Kemudian di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa: “Sertipikat merupakan tanda bukti hak 

yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data 

yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar”. 

Adanya perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat 

yang terkena dampak dari adanya pembangunan, sehingga masyarakat tersebut dapat terus 

terjamin kehidupannya. Selain itu, perlindungan hukum merupakan penghormatan terhadap 

hak atas tanah yang dipunyai seseorang sesuai dengan hukum pertanahan nasional. 

Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis 

besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini 

berkaitan dengan konsekuensi pengakuan negara terhadap tanah seseorang atau suatu 

masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk 

mempertahankan haknya terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain. 

 

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Tng 

1) Kronologi Putusan Nomor No. 577/Pdt.G/2020/PN.Tng 

Pada perkara ini Penggugat adalah Anwar Tandanu, sedangkan pihak yang digugat 

adalah H. Mulyadi Bin H. Rodjali (Tergugat I), Negara Republik Indonesia cq Badan 

Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat II) dan PT. 

Angkasa Pura II Persero (Tergugat III). 

Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Raya Rawa Rengas, Desa 

Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten, seluas1.351 m2 

(objek sengketa). Dalam proses pengadaan tanah tersebut, Tergugat III dalam melakukan 

verifikasi dan validitas data-data pertanahan (data fisik maupun data yuridis), Tergugat 
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III telah menemukan fakta bahwa di atas tanah (objek sengketa) telah terbit Hak Milik 

Nomor: 00108/Rawa Rengas atas nama Anwar Tandanu (Penggugat). Akan tetapi 

permasalahan timbul ketika Tergugat I mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat III 

yang intinya menyatakan kalau tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I selaku 

ahli waris dari H. Rodjali dan merupakan tanah peninggalan H. Rodjali, yang merupakan 

bagian tanah dari tanah seluas 7.474 m2 milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan 

Akta Jual Beli Nomor 123.Kec.Tlg/1992 yang dibuat dihadapat PPAT Camat Teluk 

Naga. 

2) Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 577/Pdt.G/2020/PN.Tng 

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai 

perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah milik Penggugat yang telah ditetapkan 

sebagai tanah yang termasuk perluasan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta 

yang telah ditetapkan nilai ganti kerugiannya serta telah dititipkan uangnya (konsignasi) 

oleh Tergugat III ke Pengadilan Negeri Tangerang. 

Bahwa maksud dan tujuan dari dititipkannya uang ganti kerugian atas tanah yang 

dibutuhkan untuk perluasan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta tersebut 

oleh Tergugat III ke Pengadilan Negeri Tangerang adalah karena adanya klaim dari 

Penggugat dan Tergugat I yang masing-masing menyatakan bahwa tanah tersebut adalah 

hak miliknya. Dengan demikian maka uang ganti kerugian tersebut nantinya akan 

diserahkan kepada pihak yang ditentukan oleh putusan pengadilan. 

3) Putusan Hakim dalam Putusan No. 577/Pdt.G/2020/PN.Tng 

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang 

peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan conditio 

sine qua non bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan 

perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika 

berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika 

fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, 

bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-

fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim 

seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta 

pembelaan. 

 

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 241/PDT/2021/PT.BTN 

a) Kronologi Putusan Nomor No. 241/PDT/2021/PT.BTN 

Pada perkara ini H. Mulyadi Bin H. Rodjali yang semula Tergugat I melakukan 

banding, sehingga Pembanding adalah H. Mulyadi Bin H. Rodjali dan Anwar Tandanu 

yang semula Penggugat menajdi Terbanding. 

b) Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 241/PDT/2021/PT.BTN 

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 577/Pdt.G/2020 diucapkan pada 

tanggal 5 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum 

Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat II. Sesudah Putusan 
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tersebut diucapkan, Pembanding semula Tergugat I telah memohon pemeriksaan 

banding. 

Bahwa dengan mendasarkan pada kronologis administratif upaya hukum banding 

tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 577/Pdt.G/2020 tanggal 5 Januari 2021, 

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan 

yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut 

secara formal dapat diterima. 

Bahwa perlu ditambahkan dalam pertimbangan Eksepsi bahwa gugatan 

penggabungan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat terhadap Pembanding 

semula Tergugat I,Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat 

III tidaklah gugatan penggabungan yang berbeda cara pembuktiannya, karena sudah jelas 

posita atau urutan peristiwanya yang saling berkaitan dan jelas pula petitum atau 

tuntutannya berdasarkan peristiwa tersebut, sehingga dapat ditentukan oleh Majelis 

Hakim bahwa pokok permasalahannya adalah Hak Kepemilikan atas tanah sengketa yang 

didalilkan Pembanding semula Tergugat I sebagai tanah miliknya selaku ahli waris dari 

H.Rodjali, sedangkan terhadap tanah sengketa tersebut saat ini sudah ditetapkan sebagai 

tanah yang diperuntukkan bagi perluasan Runway 3 Bandara Internasional Soekarna-

Hatta sehingga yang berhak atas tanah tersebut akan mendapatkan ganti rugi dan ketika 

akan diterimakan kepada yang berhak (Terbanding I semula Penggugat) ternyatapihak 

Pembanding semula Tergugat I keberatan dengan mengemukakan alasan dan bukti-bukti 

suratnya. 

c) Putusan Hakim dalam Putusan No. 241/PDT/2021/PT.BTN 

Amar putusan dalam perkara ini antara lain berbunyi:206 

1) Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I; 

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 577/Pdt.G./2020/PN.Tng 

tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut; 

3) Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam 

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus 

lima puluh ribu rupiah); 

 

Analisa Hukum Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan No. 

577/Pdt.G/2020/PN.Tng Jo No. 241/PDT/2021/PT.BTN Dikaitkan dengan Keadilan 

dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak 

Pada perkara No. 577/Pdt.G/2020/PN.Tng Jo No. 241/PDT/2021/PT.BTN adalah 

gugatan mengenai Penggugat yang ingin mendapatkan haknya berupan uang ganti kerugian 

yang telah dititipkan di pengadilan melalui konsinyasi melalui Penetapan Konsignasi 

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 161 /Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng, sebesar 

Rp.2.134.142.817,- (dua milyar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu 

delapan ratus tujuh belas rupiah) sebagai dari akibat dari adanya sengketa klaim kepemilikan 

yang dilakukan oleh Tergugat I. 
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Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dengan didasarkan 

adanya bukti-bukti yang diberikan dari pihak-pihak yang berperkara, terutama pihak yang 

saling mengklaim atas kepemilikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat I telah 

memberikan bukti-bukti di hadapan persidangan, untuk dapat menentukan siapa yang berhak 

mendapat uang ganti kerugian yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

: 161 /Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng, sebesar Rp.2.134.142.817,- (dua milyar seratus tiga puluh 

empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

a. Mekasnime pemberian uang ganti rugi pada pengadaan tanah terkait adanya sengketa 

kepemilikan atas objek pengadaan tanah pada perkara putusan nomor 

577/Pdt.G/2020/PN.Tng yang dilakukan dengan penitipan ganti kerugian kepada 

pengadilan karena adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat dinilai 

telah berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sesuai dengan Pasal 89 ayat (3), 

Pasal 93 dan Pasal 94 Perpres Nomor 19 Tahun 2021. Penerapan konsep penitipan ganti 

kerugian bertujuan agar tidak ada pembangunan untuk kepentingan umum yang tertunda 

akibat tidak selesainya proses pengadaan tanah. Sehingga bagi pihak-pihak yang 

bersengketa terkait kepemilikan tanah, tetap dapat menerima ganti kerugian atas 

pengadaan tanah tersebut, tetapi pengadaan tanah dalam proses pembangunan untuk 

kepentingan umum tetap dapat berjalan. Kemudian berdasarkan Pasal 2 huruf d UU 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum, dalam hal negara diberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses 

pengadaan tanah untuk pembangunan, akan tetapi negara juga wajib bertanggung jawab 

memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak 

sebagai wujud kepastian hukum tersebut. 

b. Perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas objek pengadaan tanah dalam hal 

terjadinya klaim kepemilikan tanah secara melawan hukum dalam kaitannya dengan 

penerimaan uang ganti kerugian pengadaan tanah secara preventif yaitu berupa bukti 

kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat pada saat proses pengadaan 

tanah, mengingat bahwa bahwa ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah 

adalah nilai hak atas tanah yang diambil, maka sepatutnya menjadi sangat penting bukti 

kepemilikan hak atas tanah untuk mempertahankan hak sebagai pemilik sebenarnya 

dalam adanya klaim pihak lain, sedangkan jika bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut 

tidak dapat memberikan cukup perlindungan hukum terhadap sengketa klaim 

kepemilikan tanah yang telah terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan 

gugatan ke pengadilan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum secara represif dan 

menemukan kepastian hukum atas sengketa kepemilikan yang terjadi tersebut. 

c. Putusan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 

577/Pdt.G/2020/PN.Tng Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 

241/PDT/2021/PT.BTN dibuat berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang mengacu 
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pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara pada Putusan Pengadilan 

Negeri Tangerang Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Tng, dimana berdasarkan alat bukti yang 

disampaikan oleh Penggugat yaitu P-22 dapat membuktikan dalil kepemilikan dari 

Penggugat atas tanah sengketa yang didukung oleh alat bukti yang disampaikan oleh 

Tergugat II yaitu bukti T.II-1 yang bersesuaian dengan bukti P-1, sehingga memperkuat 

dalil kepemilikan dari Penggugat atas tanah sengketa, sedangkan Tergugat I tidak dapat 

membuktikan kepemilikannya dengan alat bukti yang disampaikannya pada persidangan 

tersebut, sebagaimana sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, dimana Penggugat dapat membuktikan objek sengketa yang termasuk tanah proyek 

pembebasan Runway 3 Soekarno Hatta adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 

00108/Rawa Rengas, yang merupakan milik Penggugat. Maka, berdasarkan Pasal 93 

Perpres Nomor 19 Tahun 2021, karena perkara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

Nomor 577/Pdt.G/2020/PN.Tng Jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 

241/PDT/2021/PT.BTN tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat dan telah 

berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat menerima uang ganti kerugian tersebut. 

Apabila dikaitkan dengan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang hak yaitu Anwar 

Tandanu selaku Penggugat, maka berdasarkan putusan tersebut telah memenuhi keadilan 

dan kepastian hukum untuk dapat menerima ganti kerugian yang menjadi haknya. 

 

Saran 

a. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang disediakan untuk memfasilitasi pihak-pihak 

yang bersengketa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum ketika 

ia merasa dirugikan, maka sebaiknya pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat 

menggunakan lembaga peradilan tersebut guna mendapatkan perlindungan hukum dan 

kepastian hukum atas kerugian yang dideritanya. 

b. Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terhambat 

yang disebabkan banyak faktor, sehingga diharapkan jika terdapat adanya sengketa 

kepemilikan harus segera diselesaikan dengan mencari solusi yang terbaik dan 

memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait. 

c. Bagi pihak-pihak yang bersengketa terkait klaim kepemilikan atas objek tanah yang sama 

sebaiknya dapat membuktikan klaim kepemilikan tersebut dihadapan pengadilan, jika 

memang ia adalah pemilik hak yang sebenarnya agar dapat dimenangkan dipengadilan 

dan dapat menerima uang ganti rugi pengadaan tanah dimaksud. 
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